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RINGKASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas
Toko Swalayan di Sidoarjo: Moch Abror Hidayatullah, 190710101002; 2023:
73 halaman; Program Studi llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Jember.

Persaingan dalam kegiatan usaha sejalan dengan kegiatan usaha yang
dilakukanitu sendiri. Didalam prinsipnya setiap orang berhak untuk menjual atau
membeli barang atau jasa dengan siapa saja. Persaingan tidaklah dapat dihindari
oleh para pelaku usaha. Persaingan usaha dapat melahirkan produk yang bagus,
murah dan penuh inovasi sehingga diincar oleh masyarakat. Apabila peraturan
yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini tidak dijalankan dengan benar, maka para
pengusaha dengan ekonomi lemah akan tergusurkan. Berdasarkan alasan yang
telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang
berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah atas Toko Swalayan di Sidoarjo”.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, maka
terdapat beberapa isu hukum yang timbul, diantaranya adalah sebagai berikut: (1)
Apakah perumusan ketentuan — ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 terkait
Larangan Praktem Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah
mencerminkan asas keseimbangan kepentingan?, (2) Bagaimanakah perlindungan
hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan kemitraan
dari perspektif UU No. 5 Tahun 1999?, (3) Bagaimanakah penerapan asas
kekeluargaan dalam persaingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sidoarjo?
Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini menemukan
hambatan — hambatan dalam terlaksananya persaingan usaha yang sehat. Dalam
menyelesaikan permasalahan permasalahan tersebut, penelitian ini menjelaskan

gagasan berupa analisa perumusan asas keseimbangan kepentingan, penerapan



perlindungan hukum terhadap usaha mikro dan penerapan asas kekeluargaan
dalam persaingan usaha mikro kecil menengah.

Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini yang pertama adalah konsideran
UU No. 5 Tahun 1999 menghendaki adanya persaingan usaha yang sehat dan
wajar bagi setiap orang yang berusaha di Indonesia sesuai dengan asas demokrasi
ekonomiyang memperhatikan keadaan sosial dan moral bangsa, namun harus juga
diiringi dengan perbaikan sosial. Hasil pembahasan yang kedua adalah Kemitraan
menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 20 Tahun 2008 adalah kerjasama dalam
keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling
memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan
pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. Hasil pembahasan
yang Ketiga, mematuhi amanat yang ada didalam Kkonstitusi, pemerintah
Kabupaten Sidoarjo membentuk peraturan daerah sidoarjo No. 10 Tahun 2019
yang diharapkan dapat lebih mengontrol kegiatan yang dilakukan para pelaku
usaha dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya peraturan tersebut membuat
para pelaku usaha lebih mudah untuk melakukan pembentukan jaringan seperti
jaringan koperasi atau jaringan kerjasama antar-UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, pertama UU No. 5
Tahun 1999 terdapat rumusan ketentuan asas keseimbangan kepentingan, yaitu
keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum dan
keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya.
Kedua, Perlindungan hukum terhadap wusaha mikro kecil menengah dalam
pelaksanaan kemitraan harus memperhatikan aspek — aspek kemitraan yang tertuang
dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2008 diantaranya hubungan saling menguntungkan
dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro Kecil Menengah dan usaha
besar, terbentuknya struktur pasar untuk menjamin persaingan usaha yang sehat serta
melindungi konsumen. Selain mengatur mengenai pengertian serta aspek — aspek
yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan, UU No. 20

Tahun 2008 juga mengatur mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan kemitraan yang
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dilarang yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008
yang dapat ditafsirkan bahwa usaha besar dan usaha menengah dilarang menguasai
Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan kemitraan.
Ketiga Asas kekeluargaan merupakan penerapan asas keadilan sosial kepada seluruh
rakyat Indonesia dalam konteks persaingan usaha. Saat ini Sidoarjo memiliki sekitar
207.000 UMKM dan 176.000 adalah para pelaku usaha mikro. Dalam jumlah yang
besar dapat meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
telah berupaya untuk memajukan UMKM, mulai dari akses pelatihan, pembiayaan,
hingga akses aset dalam pengembangan. Sejalan dengan misi Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),
koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Indomaret dan
Kecap Sedaap telah memberikan Pelatihan kepada 100 pemangku kepentingan
organisasi UMKM. Seluruh peserta tidak hanya dibekali ilmu namun juga peralatan
profesional berupa timbangan digital dan 2 buah gerobak untuk 2 peserta. Saat ini
Indomaret memiliki 500 UMKM insentif yang tersebar di Sidoarjo dan Surabaya.
Penulis memberikan tiga saran pada masalah tersebut. Pertama, Kepada
pemerintah perlu memasukkan aturan dalam UU No. 5 Tahun 1999 atau peraturan
pelaksana terkait ketentuan standarisasi terhadap pelaku ekonomi. Kedua,
Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil menengah dalam pelaksanaan
kemitraan harus memperhatikan aspek — aspek kemitraan yang tertuang dalam Pasal
11 UU No. 20 Tahun 2008 diantaranya hubungan saling menguntungkan dalam
pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro Kecil Menengah dan usaha besar,
terbentuknya struktur pasar untuk menjamin persaingan usaha yang sehat serta
melindungi konsumen. Ketiga, Untuk masyarakat konsumen harus lebih selektif lagi
dan sebisamungkin untuk memeriksa legalitas dan kepatuhan pelaku usaha yang
dipilih tersebut telah memenuhi semua persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku

atau belum.
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SUMMARY

Legal Protection for Micro, Small and Medium Enterprises for Supermarkets in
Sidoarjo: Moch Abror Hidayatullah, 190710101002; 2023: 73 pages; Legal
Studies Program, Faculty of Law, University of Jember.

Competition in business activities is in line with the business activities carried
out themselves. In principle, everyone has the right to sell or buy goods or services
with anyone. Competition cannot be avoided by business actors. Business competition
can produce good, cheap and innovative products that are targeted by the public. If
the regulations contained in Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of
Monopolistic Practices and Unfair Business Competition are not implemented
properly, then entrepreneurs with weak economies will be displaced. Based on the
reasons that have been explained, the author is interested in conducting a thesis
research entitled ""Legal Protection for Micro, Small and Medium Enterprises for
Supermarkets in Sidoarjo™.

Based on the background explanation that has been presented, there are
several legal issues that arise, including the following: (1) Does the formulation of
the provisions in Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic
Practices and Unfair Business Competition reflect the principle of balance of
interests?, (2) How is the legal protection for Micro, Small and Medium Enterprises
in implementing partnerships from the perspective of Law No. 5 of 1999?, (3) How is
the application of the principle of family in competition between Micro, Small and
Medium Enterprises in Sidoarjo? By using normative research methods, this study
found obstacles in the implementation of healthy business competition. In solving
these problems, this study explains the idea in the form of an analysis of the
formulation of the principle of balance of interests, the application of legal protection
for micro businesses and the application of the principle of family in competition

between micro, small and medium enterprises.
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The results of the discussion in this study, the first is the consideration of Law
No. 5 of 1999 requires healthy and fair business competition for everyone who does
business in Indonesia in accordance with the principles of economic democracy that
pay attention to the social and moral conditions of the nation, but must also be
accompanied by social improvement. The second result of the discussion is that
Partnership according to Article 1 number 13 of Law No. 20 of 2008 is cooperation
in business relations, either directly or indirectly, based on the principle of mutual
need, trust, strengthening and benefiting which involves Micro, Small and Medium
Enterprises with Large Enterprises. The third result of the discussion, complying with
the mandate contained in the constitution, the Sidoarjo Regency government formed
Sidoarjo regional regulation No. 10 of 2019 which is expected to be able to better
control the activities carried out by business actors in running their businesses. With
these regulations, it makes it easier for business actors to form networks such as
cooperative networks or cooperation networks between MSMEs.

Based on the research results, it was concluded that, first, Law No. 5 of 1999
contains a formulation of the provisions of the principle of balance of interests,
namely the balance between the interests of business actors and the public interest
and the balance between the interests of business actors and their competing business
actors. Second, legal protection for micro, small and medium enterprises in
implementing partnerships must pay attention to the aspects of partnerships stated in
Article 11 of Law No. 20 of 2008, including mutually beneficial relationships in
implementing business transactions between Micro, Small and Medium Enterprises
and large businesses, the formation of a market structure to ensure healthy business
competition and protect consumers. In addition to regulating the definition and
aspects that must be considered by business actors in implementing partnerships,
Law No. 20 of 2008 also regulates the forms of implementation of prohibited
partnerships as regulated in Article 35 paragraph (1) and paragraph (2) of Law No.
20 of 2008 which can be interpreted that large businesses and medium businesses are

prohibited from controlling Micro, Small and Medium Enterprises as their business
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partners in implementing partnerships. Third, the principle of family is the
application of the principle of social justice to all Indonesian people in the context of
business competition. Currently, Sidoarjo has around 207,000 MSMEs and 176,000
are micro-entrepreneurs. In large numbers, it can improve the regional economy. The
Sidoarjo Regency Government has made efforts to advance MSMEs, starting from
access to training, financing, to access to assets in development. In line with the
mission of the Sidoarjo Regency Government to develop micro, small and medium
enterprises (MSMEs), cooperatives and micro-enterprises in Sidoarjo Regency in
collaboration with Indomaret and Kecap Sedaap have provided training to 100
stakeholders of MSME organizations. All participants are not only equipped with
knowledge but also professional equipment in the form of digital scales and 2 carts
for 2 participants. Currently, Indomaret has 500 incentive MSMEs spread across
Sidoarjo and Surabaya.

The author provides three suggestions on the problem. First, the government
needs to include regulations in Law No. 5 of 1999 or implementing regulations
related to standardization provisions for economic actors. Second, legal protection
for micro, small and medium enterprises in implementing partnerships must pay
attention to aspects of partnerships as stated in Article 11 of Law No. 20 of 2008,
including mutually beneficial relationships in implementing business transactions
between Micro, Small and Medium Enterprises and large businesses, the formation of
a market structure to ensure healthy business competition and protect consumers.
Third, consumers must be more selective and as much as possible check the legality
and compliance of the selected business actors to see whether they have met all

applicable legal and regulatory requirements or not.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Persaingan pada usaha sejalan bersamaan aktivitas usaha yang dilakukan.
Didalam konsepnya semua orang berhak untuk melakukan jual beli barang dan jasa
“apa”, “dengan”, “siapa”, “berapa”, dan ‘“bagaimana” produksi barang tersebut.!
Akibatnya aktivitas pasar menjadi sulit diperkirakan, jadi kerap aktor komersial
menjadi provokatif serta melakukan kecurangan, membatasi beberapa agen ekonomi
hingga kehilangan uang bahkan mati.2 Persaingan tidak dapat dipungkiri bagi pelaku
usaha. Karena ketatnya persaingan dunia bisnis, masyarakat kini mencari barang-
barang yang bagus, terjangkau, dan inovatif. Produk-produk ini banyak diminati
karena dapat diandalkan dan lebih unggul dibandingkan pesaing serupa.?

Konflik munculnya minimarket Waralaba di Kabupaten Sidoarjo pada periode 4
tahun terakhir terkait jarak antara minimarket dan pasar tradisional yang dekat, ini
mengenai masalah perizinan administrasi menciptakan toko modern (superettes)®.
Toko swalayan (supermarket) adalah suatu keharusan memiliki apa yang disebut izin
tinggal dengan 1zin Usaha Toko Modern (IUTM) diundangkan Bupati. Otoritas I1zin
Usaha Toko Modern (IUTM) ini bisa ditugaskan kepada kepala departemen atau unit

penanggung jawab lapangan komersial layanan satu atap.®

IRahmatullah, Inanna, dan Mustari, Konsep Dasar Ekonomi Pendekatan Nilai — Nilai Eco-Culture
(Makassar, Pustaka Taman 1lmu,2018),h, 8

2Ayup Suran Ningsih, Implikasi UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Jurnal
Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, No. 2, 2019.

3Maryanto, Dunia usaha, persaingan usaha dan fungsi KPPU, cetakan pertama, Semarang
UNISSULA PRESS, Mei 2017.

4Latifa Suhada Nisa, Siska Fitriyanti, and Dewi Siska, Pengaruh Keberadaan Minimarket Waralaba
terhadap Warung Tradisional di Kalimantan Selatan, Jurnal Kebijakan Pembangunan, VVol. 16, No. 2,
2021.

5Fabiana Meijon Fadul, Persaingan Usaha Tidak Sehatantara Minimarket dengan Kelompok Usaha
Kecil dan Menengah di Kabupaten Cianjur, Vol. 5, No. 1, 2019.



Di era globalisasi saat ini, pembangunan dan keterbukaan ekonomi terjadi di
sebagian besar negara. Motivasi manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup,
sebagaimana digambarkan oleh Maslow, akan menjadi penggerak dinamika berbagai
aktifitas, baik dalam skala lokal, regional maupun internasional. Kondisi masyarakat
modern telah menciptakan saling ketergantungan antar bangsa dan interaksi di bidang
perdagangan internasional semakin kompleks.® Globalisasi ekonomi seperti ini
membuat sistem ekonomi saat ini terbuka sebebas — bebasnya seolah tidak ada
hambatan. Globalisasi sebagai suatu proses telah berkembang sangat pesat selama
beberapa dekade terakhir, tetapi proses sebenarnya telah berlangsung sejak zaman
kuno. Hal ini terjadi karena manusia memang makhluk sosial dengan suku, negara
yang berbeda dan keduanya hidup dalam satu ruangan yang sama. Oleh karena itu,
saya berharap mereka saling mengenal, menjalin hubungan yang baik untuk saling
menjaga dalam segala bidang, terutama bidang ekonomi.’

Sejak zaman dahulu, pasar telah digunakan sebagai tempat pertukaran oleh
masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan menerapkan sistem barter.
Namun sistem barter ini memiliki permasalahan yang sangat mendasar yaitu jarak
dan waktu tempuh. Semakin pendek jarak transaksi maka semakin sedikit waktu yang
dibutuhkan dan semakin mudah untuk memindahkan barang yang akan
diperdagangkan. Namun, jika jaraknya jauh, itu akan memakan waktu lama. Seiring
berjalannya waktu, masyarakat menyadari adanya alat tukar yang lebih efisien yaitu
uang sebagai alat tukar yang sah, sehingga masyarakat menyebutnya dengan proses
jual beli.

Kegiatan perekonomian telah meningkatkan kebebasan dan kepentingan badan-
badan komersial, baik yang bergerak secara kelompok maupun perorangan, untuk

berupaya mempengaruhi hajat hidup orang banyak, seiring dengan perkembangan

6Ade Maman Suherman, 2005, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Bogor, h.3
dan4.

"Ariesani Hermawanto dan Melaty Anggraini, Globalisasi, Revolusi Digital dan Lokalitas: Dinamika
Internasional dan Domestik di Era Borderless World (Yogyakarta: LPPM Press UPN Veteran
Yogyakarta,2020),h, 5



zaman yang semakin besar dan meluas. Pada kenyataannya, kebijakan negara atau
pemerintah sangat dipengaruhi oleh kepentingan kelompok sosial yang mendominasi
pasar, khususnya dalam menjamin keamanan perusahaan mereka dalam skala
nasional dan global.8 Sehingga dibutuhkan peraturan hukum sebagai pedoman dalam
mengatur Kkegiatan persaingan usaha agar tidak terjadi praktek monopoli. Pasar
tradisional yang tergolong sebagai pelaku ekonomi lemah baik dari aspek permodalan
dan manajemen pengelolaan akan terpinggirkan dan tergusur.® Jika kondisi pasar
tradisional yang terus terpinggirkan tetap dibiarkan berlangsung maka ribuan bahkan
jutaan pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya untuk berusaha di pasar
tradisional menjadi terhambat. Pasar tradisonal akan tergusur sejalan pada maraknya
dunia ritel atau mayoritas pasar modernl®. Ketika toko retail waralaba modern telah
mencapai puncak kejayaannya, terdapat satu pihak yang merasa dirugikan, pihak
tersebut adalah para pelaku usaha dari toko retail tradisional dan pasar tradisional.
Minimnya transaksi jual beli di lingkungan pasar tradisional menyebabkan para
pelaku usaha di pasar konvensional semakin khawatir. Hal ini disebabkan pelanggan
mulai melakukan transaksi di toko ritel waralaba untuk pembelian dan penjualan.t!
Mengingat letak gerai pasar ritel kontemporer yang dekat dengan lokasi pasar
tradisional, sehingga membahayakan lokasi tersebut, maka wajar jika kita mengakui
kekhawatiran ini. Terutama jika Anda mempertimbangkan persaingan harga yang
agresif untuk gerai ritel waralaba, di mana produk diiklankan dengan spanduk atau

papan reklame besar yang menampilkan nama produk dan harga yang sangat murah.

8Siti Azizah, Analisis Ekonomi Dalam Pembentukan Hukum, Fiat Justisia :Jurnal IImu Hukum, Vol. 6,
No. 2,2015.

°Emiliana sadilah et.al, Eksistensi Pasar Tradisional : Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota
Semarang-Jawa Tengah, cetakan pertama, Yogyakarta: BalaiPelestarian Sejarah dan Nilai
Tradisional, 2011, h.114.

Firmanzah danRizal E. Halim, 2012, Strategi Revitalisasi Pasar Tradisional, dalam buku : Rumah
Ekonomi Rumah Budaya Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia, Jakarta, PT Gramedia Pustaka
Utama

H1Richard Burton Simatupan, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Gastronomia ecuatorianay turismo local.,
Vol. 1, No. 69, 2010.



Biaya yang diberikan oleh gerai ritel waralaba jauh lebih murah dibandingkan dengan
biaya yang terdapat di toko kelontong atau warung. 12

Menurut penjelasan di atas, pusat perbelanjaan dan supermarket dapat menjalin
hubungan kerja sama yang baik pada UMKM dan koperasi guna menyelenggarakan
operasi pasar skala kecil, menengah, dan besar serta dapat mematuhi semua peraturan
yang ditetapkan dan dituangkan dalam izin. menjalankan perekonomian. Saat itu, jika
kewajiban ini tidak dipenuhi, akan ada sanksi administratif bagi pencipta yang
melanggar. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud khususnya sanksi
pemblokiran dan pencabutan izin usaha. Selaras UU No. 5 Tahun 1999 terkait
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat ini diharapkan menjadi
pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang baik tanpa praktek
monopoli. Dengan memahami UU No. 5 Tahun 1999 akan lebih memahami
pengertian monopoli itu sendiri dari aspek hukum dan ekonomi. Pendekatan ekonomi
ini digunakan karena hampir semua tindakan yang diatur dalam UU ini tidak terlepas
dari terminologi ekonomi. Darisegi ekonomi, istilah monopoli dapat dipahami
sebagai monopoli, monopsoni dan oligopoli yang sering terjadi dalam struktur
persaingan tidak sehat di pasar. Namun segi hukum, istilah tersebut dibedakan UU
No. 5 tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Untuk menjalankan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berpegang teguh pada
nilai-nilai demokrasi ekonomi dengan menyeimbangkan kepentingannya dengan
kepentingan masyarakat umum. Artinya, output perekonomian dapat ditingkatkan
tanpa menghabiskan sumber daya bumi atau kapasitas ekosistem secara berlebihan.
Namun, yang sebenarnya diinginkan setiap generasi adalah memahami bahwa
melindungi ekosistem dan sumber daya bumi adalah hak yang harus dijunjung tinggi

untuk generasi mendatang.!® Penjelasan mengenai persaingan tidak sehat ini telah

12Ni KomangDevayantiDewi, Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Di Era Liberalisasi
Perdagangan, Law Reform, Vol. 14, No. 1, 2018.

BWinarno, Perumusan asas keseimbangan kepentingan praktek monopoli dan persaingan usaha
perumusan asas keseimbangan kepentingan dalam UU No . 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, No. 5, 2009.



diatur didalam UU No. 5 tahun 1999 yaitu adanya persaingan tidak sehat pada pelaku
usaha saat menjalani usahanya atau dalam melakukan kegiatan produksi serta dalam
pemasaran barang produksinya dengan berterkaitan pada aturan. Dalam hal ini
pemerintah telah melakukan pembatasan yang dilatarbelakangi dari banyaknya
pelanggaran di sektor perekonomian nasional yang tidak berlandaskan pasal 33 UUD
1945 serta terjadinya kegiatan yang cenderung bersifat monopoli. Banyak pengusaha
di luar sana yang dekat dengan elit kekuasaan yang bisa mendapatkan terlalu banyak
kemudahan yang bisa berdampak pada kesenjangan sosial. Ketahanan ekonomi
menjadi sangat tidak stabil dan tidak kompetitif ketika konglomerat dan kelompok
kecil pengusaha yang kuat terbentuk tanpa dukungan semangat kewirausahaan.

Posisi dominan yang dimaksud didalam pasal 1 angka (4) UU No. 5 Tahun 1999
yaitu keberadaan para pelaku usaha tanpa memiliki saingan artinya didalam
wilayahnya kaitannya dengan pembeli yang telah dikuasai atau dapat diartikan
dengan pengusaha tersebut berada di posisi tertinggi tanpa adanya persaingan dari
pengusaha yang lainnya, dalam hal ini berkaitan pada kapasitas keuangannya,
kapasitas untuk menjangkau area penjualan dan pasokan serta memodifikasi pasokan
sebagai respons terhadap permintaan akan produk dan layanan tertentu.

Pada saat ini ketertinggalan para pemilik usaha kecil diartikan dan disalah
pahami oleh pihak pemerintah, dalam dunia usaha serta pada lingkungan masyarakat.
Ketertinggalan para pemilik usaha kecil ini ditandai dengan adanya keterbatasan
modal, kualitas sumber daya manusia yang masih belum memadai, serta kurang
memiliki pemahaman yang lebih didalam perkembangan teknologi. Dalam hal ini,
praktik bisnis dalam jenis usaha dianggap sebagai faktor penyebab dari kelemahan
dan ketertinggalan usaha kecil. Upaya untuk penguatan di sektor usaha kecil oleh
pemerintah melalui kebijakan di sektor ekonomi dan politik kebanyakan tidak tepat

sasaran dan berujung salah arah dalam melindungi persaingan bisnis.



1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perumusan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah mencerminkan asas
keseimbangan kepentingan?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) dalam pelaksanaan kemitraan dari perspektif UU No. 5
Tahun 1999?

3.Bagaimana penerapan asas kekeluargaan dalam persaingan Usaha Mikro,

Kecil, Menengah di Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum

1. Penulisan ini digunakan sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Digunakan sebagai bahan bacaan agar pembaca dapat memahami atau
mengetahui sanksi dari kecurangan saat menjalankan usaha.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengevaluasi bentuk — bentuk persaingan usaha tidak jelas atas
usaha kecil dan toko swalayan yang ada di Kab. Sidoarjo.

2. Untuk mengevaluasi akibat hukum apa saja yang akan terjadi apabila
ada kegiatan pembangunan toko swalayan yang tidak sesuai dengan
aturan PerUUan di Kab. Sidoarjo.

3. Digunakan sebagai bahan bacaan untuk mengevaluasi apabila terdapat
indikasi pelanganggaran dalam persaingan toko swalayan dengan pasar

tradisional.



1.4 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
1) Manfaat teoritis penulisan adalah untuk memperluas ilmu terutama
dibidang persaingan usaha tidak sehat serta praktek monopoli
perdagangan.
2. Manfaat Praktis
1) Bagi penulis, penelitian ini digunakan untuk mengaplikasikan konsep
pada saat perkuliahan dan digunakan sebagai syarat guna mendapatkan
gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jember serta digunakan
menjadi bahan bacaan untuk menambah wawasan dibidang persaingan
usaha dan praktek larangan monopoli.
2) Bagi Pelaku Usaha
Penulisan materi ini diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan
baru serta wawasan terkait analisis ekonomi dan dasar hukum yang
digunakan dalam praktek — praktek bisnis yang masuk dalam indikasi

monopoli perdagangan serta persaingan usaha tidak sehat.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian
Jenis penelitian hukum ini yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian
doktrinal, karena melibatkan analisis data sekunder atau bahan pustaka. Dalam jenis
penelitian ini, hukum dikonseptualisasikan sebagai tingkah laku manusia yang
dianggap pantas atau sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perUUan (law in
books). Penelitian hukum normatif, dalam kata-kata Peter Mahmud Marzuki, adalah
proses mengidentifikasi doktrin, kaidah, dan asas hukum untuk menjawab

pertanyaan-pertanyaan hukum yang timbul.14

14peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: KencanaPrenada Group,2019, h, 35.



1.5.2 Pendekatan Penelitian
Didalam sebuah penelitian hukum terdapat beragam pendekatan sehingga penulis

memperoleh wawasan dalam beragam aspek terkait isu yang sedang diangkat.
Pendekatan penulisan skripsi ini adalah:

1. Pendekatan PerUUan (Statute approach)
Pendekatan PerUUan (Statute approach), dilaksanakan melalui telaah peraturan serta
regulasi yang memiliki sangkut pautnya pada isu hukum yang dikaji. Hasil nya yakni
argumen yang digunakan untuk mengatasi isu yang dibahas. (Statute approach).®
Terkait isu hukum skripsi ini yakni praktek monopoli perdagangan dan persaingan
tidak sehat. Maka penulis menggunakan pendekatan perUUan yang diharapkan dapat
membantu untuk memecahkan isu yang dikaji.

2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)
Pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan menggunakan suatu metode yang
menuju pada aturan hukum. Hal ini dikemukakan melalui perspektif peneliti dan
doktrin hukum.16 Konsep terkait akibat hukum praktek monopoli dan persaingan

tidak sehat di wilayah Kab. Sidoarjo.

1.6 Sumber Bahan Hukum
Guna menyelesaikan isu hukum maka dibutuhkan suatu sumber hukum. Sumber
penelitian hukum dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah dasar
hukum primer, sekunder serta non-hukum.’
1.6.1 Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer di negara Indonesia yaitu peraturan perUUan, peraturan
pemerintah, dan putusan pengadilan oleh hakim. Bahan hukum primer skripsi ini

yaitu:

15peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), (Jakarta; Kencana,2019),h, 133.
181bid, him, 135
7lbid, him, 182



1) UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat;

2) UU No. 20 Tahun 2008 terkait usaha mikro, kecil dan menengah.

3) PP No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Keberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

4) PERMENDAGRI No. 56/M-DAG/PER/9/2014 terkait perubahan atas
peraturan Menteri Perdagangan No.70/M- DAG/PER/12/2013 terkait
pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan
toko modern.

5) Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2019 terkait Penataan
Toko Swalayan.

6) Peraturan bupati Sidoarjo No. 36 Tahun 2016 terkait penataan minimarket di
Kabupaten Sidoarjo.

1.6.2 Bahan Hukum Sekunder
Sumber bahan hukum sekunder yakni buku hukum termasuk dengan skripsi

yang didalamnya terdapat prinsip dan perspektif klasik para ahli hukum dengan

kualifikasi tinggi.'® Bahan hukum menulis materi skripsi yakni bahan teks buku

bukum, kamus hukum serta jurnal hukum.

1.6.3 Bahan non-hukum
Sumber bahan non-hukum ini merupakan suatu pemaparan bahan primer dan

sekunder guna mempertajam ilmu pengetahuan dibidang hukum. Bahan ini

didapatkan melalui laporan penelitian non hukum dan artikel artikel ilmuah non-

hukum tetapi masih memiliki keterkaitan dengan judul dan isu hukum yang

diangkat.

1.7 Analisis Data

Metode analisis bahan hukum penelitian ini yakni menerapkan metode

8Ibid, him, 183
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analisis deduktif, dimana metode dengan menganalisis masalah dari umum
hingga khusus guna meraih tujuan dari penulisan ini. Dengan menerangkan
maksud yang sebenarnya dengan jelasdan mudah untuk dipahami. Dalam hal ini
bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif yakni suatu pengolahan data
secara nonstatik. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa untuk menganalisis
bahan yang diperolehagar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan
dengan langkah-langkah
1. Pengumpulan bahan hukum serta bahan non-hukum yang
memiliki kesinambungan terhadap isu yang sedang dibahas.
2. Membuat kajian terhadap isu hukum mengacu bahan yang sudah
dikolektif.
3. Membuat kesimpulan atas isu hukum yang sedang dibahas.
Penulis menerapkan teknik pengumpulan data kualitatif. Dimana penulis akan
mengumpulkan data melalui bahan hukum primer UU No. 5 tahun 1999 terkait
larangan prakter monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Serta mengumpulkan
bahan hukum sekunder yaitu buku literatur, tulisan, dan jurnal terkait isu hukum yang
dibahas.
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BAB 2
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian persaingan usaha tidak sehat menurut UU No. 5 Tahun 1999

Persaingan pada hakikatnya sebagai sesuatu yang wajar terjadi pada kehidupan
manusia, sebab dengan adanya sauatu culture competition telah membuat pelaku
kegiatan usaha menerapkan kreasi serta dapat berinovasi yang pada gilirannya setiap
pelaku usaha akan mendapatkan kemajuan serta dapat meningkatkan kualitas taraf
hidupnya. Kemajuan dan peningkatan kualitas hidup yang dicapai melalui
kompetensi budaya secara adil, tepat dan sehat, berupa upaya peningkatan baik di
bidang teknologi maupun tata kelola perusahaan, melalui proses maupun melalui
efektif dan upaya efisien yang selalu membawa hal — hal baik untuk hidup bersama.
Setiap orang bercita-cita untuk mencapai apa yang dikenal sebagai keberuntungan
dan kesuksesan yang luar biasa, namun tidak dapat diterima untuk menggunakan
semua cara yang diperlukan untuk mencegah para pebisnis mencapai pencapaian
tersebut.

Penjelasan pada UU No. 5 Tahun 1999 terkait larangan perjanjian, tindakan dan
penyalahgunaan posisi berkuasa yang dapat menyebabkan persaingan komersial yang
tidak menguntungkan.t® Penyalahgunaan posisi dominan adalah bentuk persaingan
tidak sehat di mana perusahaan yang memiliki posisi kuat di pasar menggunakan
kekuatannya untuk membatasi pesaing atau menetapkan harga yang tinggi.
Penyalahgunaan posisi membuat persaingan tidak sehat dan merugikan konsumen
serta pesaing. Beberapa bentuk penyalahgunaan posisi dominan yaitu:

a. Harga diskriminatif: perusahaan menetapkan harga yang berbeda untuk
konsumen yang seharusnya memiliki akses yang sama ke produk atau

jasa yang sama.

19Zulvia Makka, Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing terhadap Posisi Dominan dalam
Penerapan Rule of Reason, Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 1, No. 2, 2021.
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b. Diskriminasi dalam pengiriman: perusahaan memperlakukan konsumen
dengan cara yang berbeda dalam pengiriman produk atau jasa.

c. Penjualan paket: perusahaan mendagangkan produk dalam paket yang
tidak dapat dipecah, yang membuat konsumen sulit untuk membeli
produk atau jasa secara terpisah.

d. Mempersulit akses pesaing: perusahaan menggunakan praktik yang
menghambat pesaing untuk memasuki pasar atau menjual produk atau
jasa mereka.2°

Penyalahgunaan posisi dominan dapat merugikan konsumen Kkarena dapat
mengakibatkan harga lebih tinggi dan kualitas produk lebih rendah. Penyalahgunaan
posisi dominan juga dapat menghambat persaingan dan inovasi di pasar, yang pada
akhirnya dapat membatasi pilihan dan mengurangi kesejahteraan konsumen.

Persaingan tidak sehat yakni persaingan antara pelaku komersial yang
menggunakan cara ilegal untuk memproduksi atau mempromosikan barang, atau
yang menggunakan cara ilegal untuk melakukan kedua aktivitas tersebut.2! Asas yang
dituangkan dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha di
Indonesia wajib menyelenggarakan kegiatan perekonomiannya berdasarkan
demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dunia
usaha dan kepentingan umum, dapat hilang oleh pelaku usaha melalui persaingan
tidak sehat.22 Beberapa indikator persaingan tidak sehat yaitu:

a. Tingkat konsentrasi pasar dominan: Jika pasar dikuasai oleh beberapa
perusahaan besar, maka persaingan akan lebih sedikit dan perusahaan -
perusahaan tersebut mungkin cenderung untuk melakukan praktik-praktik
tidak sehat.

20Wwidi Nugrahaningsih Mira Erlinawati, “Implementasi UU No. 8 Tahun 1999 Terkait Perlindungan
Konsumen terhadap Bisnis Online”, Serambi Hukum, Vol. 11, No. 01, 2017.

21pasall huruf F Undang — undangNo. 5 Tahun 1999

22pgsal2 Undang — undangNo. 5 Tahun 1999
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b. Tingkat keuntungan yang tinggi: Jika keuntungan suatu perusahaan jauh
lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain dalam pasar yang
sama, hal ini dapat menunjukkan kurangnya persaingan sehat dalam pasar
tersebut.

c. Harga yang tidak wajar: Jika harga produk atau jasa jauh lebih tinggi dari
biaya produksi, maka hal ini dapat menunjukkan adanya praktik
monopoli atau oligopoli yang tidak sehat.

d. Praktik diskriminasi: Jika suatu perusahaan memperlakukan konsumen
atau pesaing dengan cara yang tidak adil, misalnya dengan menjual
produk dengan harga yang berbeda atau memberikan syarat yang lebih
menguntungkan untuk pelanggan tertentu, maka hal ini juga dapat
menunjukkan adanya persaingan yang tidak sehat.

e. Penyalahgunaan kekuatan pasar: Jika suatu perusahaan memanfaatkan
kekuatan pasar mereka untuk membatasi pesaing atau memaksa
konsumen membeli produk atau jasa pada harga lebih tinggi, maka hal ini
dapat menunjukkan adanya persaingan yang tidak sehat.

f. Tindakan tidak fair: Jika suatu perusahaan melakukan tindakan yang tidak
adil seperti memalsukan informasi atau menyebar gosip yang merugikan
pesaing, maka hal ini juga dapat menunjukkan adanya persaingan yang
tidak sehat.

Melihat indikator-indikator di atas, penting bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk
memantau pasar agar persaingan usaha menjadi sehat. Hal ini akan memastikan
bahwa konsumen mendapatkan manfaat terbaik dan pelaku usaha bersaing secara adil
di pasar.
2.1.1 Jenis Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat terjadi ketika pelaku usaha atau perusahaan
menggunakan cara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan, merugikan
pesaing, atau memonopoli pasar. Secara keseluruhan, jenis persaingan usaha tidak

sehat perekonomian pada dasarnya terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu;
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1) Kartel terjadi ketika perusahaan — perusahaan bersatu untuk mengatur harga dan
produksi produk atau layanan yang mereka tawarkan. Hal ini melanggar UU
persaingan yang berlaku.?3

2) Perjanjian tertutup atau exclusive dealing dijelaskan bahwa Perjanjian tertutup,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, adalah perjanjian yang terjadi antara
pihak-pihak yang berada pada berbagai tahap proses produksi atau distribusi.2*

3) Merger adalah bagian dari suatu kebijakan didalam persaingan usaha2°. Merger
juga dapat mempengaruhi bisnis karena memiliki dampak negative yaitu anti
persaingan yang memiliki tujuan guna menguasai pangsa pasar.26

4) Monopoli: terjadi ketika sebuah perusahaan menjadisatu — satunya penyedia
produk atau layanan di pasar. Monopoli dapat merugikan konsumen karena harga
yang tinggi dan kurangnya pilihan.?’

5) Dumping: terjadi ketika suatu perusahaan menjual produknya di pasar asing pada
harga lebih rendah disbanding harga di negara asalnya. Tujuannya adalah untuk
memonopoli pasar atau menghilangkan pesaing di pasar asing.28

2.1.2 Perjanjian yang dilarang menurut UU No. 5 Tahun 1999
UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) mengikat jenis perjanjian yang tidak

diperbolehkan dilakukan karena berlawanan dengan hukum, yaitu:

23|_unita Jawani, Prinsip Rule of Reason terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 UU No.5
Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Humaya:
Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya, Vol. 1, No. 2, 2021.

24Budi Kagramanto, Hukum Persaingan Usaha Buku Teks (Edisi Kedua)(Jakarta, Komisi Pengawas
Persaingan Usaha.2017)him 125

25 uthfia and Hernawan Hadi, Analisis Pengaturan Merger, Akuisisi, Dan Konsolidasi Perseroan
Terbatas Dalam Ketentuan UU No.5 Tahun 1999 Terkait Larangan Praktek Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, Privat Law, Vol. 9, No. 2, 2021.

261hid, him 124

27Pasal1 huruf a undang— undangNo. 5 tahun 1999

28Rizki Tri et al., Perlindungan Hukum Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( Kppu ) Dari
Praktek Dumping, Vol. 6, No. 1.
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1. Penetapan Harga atau Price Fixing Agreement

Pelaku usaha menjadikan perjanjian ini sebagai salah satu cara mereka dalam
upaya memaksimalkan keuntungan atau perolehannya. Persaingan harga produk yang
dijual atau disebarluaskan akan terhapuskan ketika produsen atau penjual menetapkan
harga suatu barang. Salah satu jenis persaingan yang paling mudah dipahami adalah
persaingan harga. Perusahaan akan terpaksa memanfaatkan sumber daya mereka
sebaik-baiknya sebagai akibat dari persaingan harga, yang akan menyebabkan harga
berada pada tingkat terendah yang dapat dicapai. Jika ada kesepakatan penetapan
harga, hal ini berbanding terbalik karena pelaku usaha yang terlibat kemungkinan
besar akan memberikan harga secara sepihak kepada konsumen, dimana harga yang
diberikan kemungkinan besar adalah harga tertinggi. Apabila hal ini dilakukan oleh
para pelaku usaha, maka konsumen tidak ada pilihan lain kecuali harus menerima
barang dari produsen dengan harga yang dibatas kewajaran. Pelaku usaha menjadikan
perjanjian ini sebagai salah satu cara mereka dalam upaya memaksimalkan
keuntungan atau perolehannya. Persaingan harga produk yang dijual atau
disebarluaskan akan terhapuskan ketika produsen atau penjual menetapkan harga
suatu barang. Salah satu jenis persaingan yang paling mudah dipahami adalah
persaingan harga. Karena persaingan harga, yang akan menyebabkan harga-harga
mengelompok pada tingkat terendah yang dapat dicapai, dunia usaha akan terpaksa
memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki semaksimal mungkin.2°

Di Indonesia untuk memberikan koridor hukum serta batasan-batasan yang jelas
dalam mengatur persaingan usaha maka telah ada pengaturan mengenai persaingan
usaha yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam undang-undang tersebut salah
satunya telah mengatur mengenai perjanjian-perjanjian yang dilarang untuk dilakukan
oleh pelaku usaha. Perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata,

bahwa suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu

29Getyo Waluyo and Irvan Iswandi, Perjanjian Penetapan Harga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan
Hukum Islam, Jisma, Vol. 1, No. 4, 2022.
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orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sementara
dalam UU No. 5 Tahun 1999mengatur khusus apa yang disebut perjanjian dalam
persaingan usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7), yaitu perjanjian
didefinisikan sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan
diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis
maupun tidak tertulis. UU No. 5 Tahun 1999 telah mengatur 10 bentuk perjanjian
yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, salah satunya adalah perjanjian penetapan
harga. Perjanjian penetapan harga yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 diatur
dalam Pasal 5 sampai Pasal 8 yang terdiri dari perjanjian penetapan harga (Price
Fixing Agreement), diskriminasi harga (Price Discrimination), harga pemangsa atau
jual rugi (Predatory Pricing), dan pengaturan harga jual kembali (Resale Price
Maintenance).
Komisi pengawasan persaingan usaha dalam hal ini menetapkan peraturan KPPU
No. 4 Tahun 2011 terkait Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) UU No 5 Tahun 1999.
Menurut Peraturan KPPU, bentuk penetapan harga sesuai pasal tersebut yaitu:
1) Perjanjian mengenai kenaikan dan penurunan harga
2) Perjanjian mengenai formula standart dalam perhitungan harga
3) Perjanjian untuk mengkomparasikan harga yang tetap di product tertentu.
4) Perjanjian untuk meniadakan diskon atau memperbanyak jumlah diskon pada
produk.
5) Kesepakatan untuk memberikan kredit kepada konsumen.
6) Kesepakatan untuk mengabaikan produk dengan harga yang murah
7) Persetujuan dengan harga yang di umumkan
8) Sepakat untuk tidak menjual suatu produk apabila harganya tidak dipenuhi.
9) Sepakat untuk memberikan harga yang beragam sebagai bentuk awal negosiasi.
Didalam peraturan tersebut menjelaskan terkait adanya bukti langsung dan tidak
langsung mengenai adanya penetapan harga. Bukti tidak langsung yakni bukti yang
tidak secara tegas menyatakan kesepakatan harga. Dikatakan bahwa pembuktian

adanya suatu perjanjian tidak tertulis dapat dibuktikan dengan bukti seperti ini. Bukti
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ekonomi dan bukti komunikasi yang tidak secara eksplisit menyatakan suatu
perjanjian adalah dua contoh bukti tidak langsung yang baik. Untuk menghilangkan
gagasan perilaku penetapan harga yang independen, data ekonomi digunakan.

Penjelasan pada Pasal 5 ayat (2) meniadakan penetapan harga akibat dari adanya
joint venture. Menurut peraturan perUUan ini, keputusan suatu perusahaan patungan
untuk menetapkan harga dilakukan oleh badan usaha tersendiri dan tidak dianggap
sebagai perjanjian penetapan harga antara pelaku usaha pemilik perusahaan patungan
tersebut. Meskipun demikian, pengecualian ini hanya dapat diterapkan dari sudut
pandang yang melanggar hukum; itu tidak dapat diterapkan secara keseluruhan. Hal
ini menunjukkan bahwa perusahaan patungan dapat menjadi alat untuk membantu
para pelaku usahanya berkoordinasi, meskipun penetapan harga yang dilakukan oleh
perusahaan tersebut tidak dipandang sebagai kesepakatan penetapan harga di antara
mereka. Oleh karena itu, metode rule of Reason dapat digunakan untuk melarang
penetapan harga oleh perusahaan patungan.

2. Perjanjian Diskriminasi Harga (Price Discrimination Agreement)

Perjanjian diskriminasi harga khususnya perjanjian yang dilakukan secara sadar
oleh pelaku usaha dengan pengusaha lain atas suatu produk tertentu yang selanjutnya
ditawarkan kepada pelanggan dengan harga yang bervariasi. Sederhananya, adanya
disparitas harga antara satu pelanggan dengan pelanggan lainnya mungkin bisa
menjadi contoh dari perjanjian diskriminasi harga ini.3° Diksriminasi harga bisa
terjadi dengan mudah apabila pelaku usaha melakukan tuntutan untuk pemasok atau
pembeli agar membayar suatu barang pada harga berbeda pada jenis serupa. Pada
dunia usaha, hal tersebut sering disebut dengan “sistem bonus” atau “diskon
pelanggan tetap”.3! Bila melihat penjelasan dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999,

Karena diskriminasi harga merupakan tindakan ilegal, pelaku korporasi yang

30Vetti Yetti, Yelia Natassa Winstar,and Miftahul Hag, Perspektif Hukum Persaingan Usaha terhadap
Diskriminasi Harga Penjualan Barang pada Pasar Kaget dan Pasar Tradisional, Recital Review, Vol.
3, No. 2, 2021.

31] ketut Nyoman, Mya Ariastuti Dewi , Marketing, Indikasi Diskriminasi Harga Derajat Il Pada
Pasar Tradisonal,2019.
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melakukan aktivitas yang dilarang dalam pasal ini dapat menghadapi dampak hukum
dari aparat penegak hukum tanpa terlebih dahulu menentukan dampak spesifik dari
tindakan mereka. Dengan kata lain, denda ini diterapkan tanpa mengetahui atau
menyelidiki alasan di balik penggunaan diskriminasi harga.

3. Harga Pemangsa atau Jual Rugi (Predatory Pricing)

Predator memiliki makna yang buruk atau dengan sengaja menghilangkan
pesaing atau persaingan dengan menurunkan harga untuk memaksimalkan
keuntungan jangka pendek atau menurunkan harga dengan harapan bahwa mereka
pada akhirnya akan ditutupi oleh keuntungan monopoli yang akan mereka peroleh.32
Predatory pricing adalah wujud strategi pelaku usaha saat menjual produk dibawah
harga produksi (average cost atau marginal cost). Sebenarnya sangat sulit bagi
pelaku korporasi untuk menggunakan penetapan harga predator sebagai strategi untuk
memaksa pesaing keluar dari pasar yang sama dalam kondisi ekonomi pasar yang
sehat. Karena tidak adanya hambatan masuk (entry hambatan) pada pasar yang sehat,
maka pelaku usaha yang bersaing akan berusaha masuk kembali ke pasar ketika
pelaku usaha yang menerapkan strategi predatory pricing berhenti dan kemudian
menaikkan harga kembali guna memaksimalkan keuntungan. Namun, inilah saat yang
tepat ketika strategi predatory pricing berhasil mengusir pelaku usaha pesaing dari
pasar.3® Pada Pasal 7 UU No.5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk sepakat
menetapkan predatory pricing titik harga di bawah pasar dengan pengusaha lain guna
menghindari persaingan tidak sehat. Oleh karena itu, peraturan yang melarang
penetapan harga predatori menjadi lebih rumit dalam kaitannya dengan aturan nalar
(rule of Reason), yang dapat dipahami sebagai isyarat bahwa perusahaan dapat
menggunakan praktik penetapan harga predator selama hal tersebut tidak

mengakibatkan persaingan tidak sehat. Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 melarang

32pedoman Pasaland JualRugi, KPPU, Pedoman Pasal 20 Jual Rugi ,
(http://www.go.id/docs/Pedoman/pedoman _pasal_20_jual rugi.pdf diaksespada tanggal10 Juni
2020)1, 2020.

33Budi Kagramanto, Hukum Persaingan Usaha Buku Teks (Edisi Kedua)(Jakarta, Komisi Pengawas
Persaingan Usaha.2017)h, 99
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pelaku usaha menyediakan barang dan/atau jasa dengan menetapkan harga yang
sangat rendah atau menjual secara merugikan dengan tujuan menghancurkan usaha
pesaing di pasar bersangkutan. Hal ini dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau
persaingan usaha tidak sehat.34

4. Resale Price Maintenance (Penetapan Harga Jual Kembali - Vertical Price

Fixing)

Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999 dimana Pelaku usaha dilarang mengadakan
perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat klausul yang menyatakan bahwa
penerima barang dan/atau jasa tidak akan memasok kembali atau menjual barang
dan/atau jasa tersebut dengan harga di bawah harga yang disepakati untuk
menghindari hal-hal yang tidak diperlukan. persaingan antar dunia usaha. baik.
Penetapan harga maksimum adalah salah satu dari dua metode pemeliharaan harga
jual kembali. Karena adanya kesepakatan yang melarang penjualan lebih dari harga
maksimal yang disepakati, maka pelaku usaha masih mampu bersaing dalam harga
jual selama hal tersebut terjadi. Penetapan harga maksimal ini justru membuat pelaku
usaha tetap bersaing sehingga dapat menguntungkan konsumen. masih lebih mahal
dibandingkan harga predatory.

Jenis kedua adalah minimum resale price maintenance (floor price) khususnya,
kontrak antara pihak-pihak bisnis dimana pembeli setuju untuk menjual kembali
barang yang dibelinya dengan harga yang tidak boleh lebih rendah dari jumlah yang
disepakati. Perusahaan distribusi tidak lagi leluasa menjual produk yang
didistribusikannya dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh
perusahaan distribusi lainnya karena adanya perjanjian pemeliharaan harga jual
kembali minimum yang sebelumnya dibuat oleh perusahaan manufaktur dengan
perusahaan distribusinya. Ketentuan pemeliharaan harga jual kembali dalam UU No.
5 Tahun 1999 ditafsirkan berdasarkan rule of sense, artinya pelaku usaha

diperbolehkan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat

34 Rezmia Febrina, Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) yang Dilakukan Pelaku Usaha
dalam Perspektif Persaingan Usaha, Jurnal Selat, VVol. 4, No. 2,2017.
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ketentuan bahwa penerima produk akan menjual kembali produk, dengan harga lebih
rendah asal tidak menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.
2.1.3 Kegiatan yang dilarang menurut UU No. 5 Tahun 1999

Kegiatan dilarang menurut UU No. 5 Tahun 1999 pada Pasal 17 UU No. Tahun
1999 yaitu:
1. Pelaku usaha tidak boleh menerapkan penguasaan pada penciptaan dan/atau

promosi produk dan/atau jasa karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.
2. Selaras ayat (1), pelaku usaha diduga mengendalikan produksi dan pemasaran

produk jika:

a. tidak ada penggantinya terhadap barang dan/atau jasa yang bersangkutan;

b. menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan persaingan usaha atas barang

dan/atau jasa yang sama;
c. satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50%
(lima puluh persen) pangsa pasar suatu jenis barang atau jasa tertentu;

A. Monopoli

Istilah kata monopoly dari bahasa Inggris, yaitu monopoly dan istilah dalam
sejarahnya dari Yunani, yakni “monos polein” yang memiliki arti menjual sendiri.
Kebiasaan di Amerika monopoli menjadi antitrust pada anti monopoli atau istilah
“dominasi” dipakai orang Eropa pada kata monopoli. Penting untuk membedakan
antara istilah "monopoli” dan "monopoli*, yang merujuk pada individu yang menjual
produknya secara eksklusif. Di sisi lain, dari pengertian struktur pasar, perilaku pasar,
pangsa pasar, harga, dan pelanggan dapat disimpulkan bahwa istilah “monopoli”
menurut UU sebenarnya mempunyai arti yang cukup luas. Namun aturan Pasal 17
ayat (2) huruf ¢ yang menyatakan pelaku monopoli hanya perlu menguasai lebih